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ABSTRAK 

Jumlah penduduk yang meningkat berdampak pada kebutuhan lahan, seperti 

pemukiman,industri dan jasa sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan atas 

masyarakat kota atas lingkungan yang baik. Urbanisasi yang kian terus terjadi 

bahkan meningkat dihampir semua wilayah lingkungan perkotaan akibat adanya 

daya tarik kegiatan pembangunan yang memikat, dengan terjadinya kemiskinan di 

kawasan pedesaan karena terbatasnya lahan usaha, hal tersebut memaksa para 

pendatang untuk membangun pemukiman sekenanya.Hal tersebut mengakibatkan 

adanya alih fungsi Ruang terbuka Hijau disuatu wilayah. Penataan ruang merupakan 

suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. Pembangunan perlu diimbangi dengan ketersedian RTH sebagai 

bagian dari perencanan tata ruang dalam rangka menjaga keseimbangan ekologis 

kota menuju pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang).Hasilnya, Ruang 

terbuka hijau yang dialihfungsikan untuk hal lain tentunya harus melihat pada 

RTRW pada kota tersebut dan yang paling penting adalah tepat sasaran khususnya 

tidak merusak lingkungan dan dengan beralihnya fungsi ruang terbuka hijau itu harus 

memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan tentunya tidak merusak 

lingkungan hidup yang ada disekitarnya. Pemerintah seharusnya mengatur lebih rinci 

terkait dengan sanksi administrasi terkait kemungkinan pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh pemegang izin alih fungsi ruang terbuka hijau. 

Kata Kunci : Pengendalian, Alih fungsi, Ruang Terbuka Hijau,  
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ABSTRACT 

The increasing number of the population is impacted on the area requirement such 

as a resident, industrial, and services, and gives an effect on the citizen needs and 

the good environment. The urbanization increasing nearly in all cities is because 

there are the development attractions of the city and poverty is happened in the 

village and there are no jobs so they move to the city to make a house carelessly. It 

has a functional shift in the green open space. The spatial planning is a system to 

process of the spatial planning, the spatial use, and the control of spatial use. The 

development needs to balance with the green open space as a part of the spatial 

planning to keep the ecologist of the city. Regulation No 26 of 2007 concerned with 

spatial planning (The regulation of spatial planning). The green open space which 

has the functional shift must consider on the regional spatial planning of the city, 

and the important thing is not to damage the surrounding environment and must 

have the positive impact to the citizen. The government should manage more detail 

about administrative sanctions to the offense of the permit holder to the functional 

shift of the green open space. 

Keywords: the controlling, the functional shift, and the green open space. 
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